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 PANDUAN WAWANCARA 

“DAMPAK PENENGGELAMAN KAPAL PELAKU PENANGKAPAN IKAN ILEGAL 

TERHADAP HUBUNGAN INDONESIA-MALAYSIA” 

 

Narasumber :      Tanggal/Waktu : 

Tempat : 

 

Pewawancara memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan 

penelitian. Pewawancara memohon izin untuk merekam percakapan, jika objek 

wawancara tidak berkeberatan, dan hasilnya hanya ditujukan untuk kegiatan 

penelitian. Pewawancara membuka sesi wawancara dengan menyampaikan isu 

penangkapan ikan ilegal dengan implikasinya ke Negara Malaysia, dilanjutkan ke 

pertanyaan berikut. 

 

BAGIAN I. LATAR BELAKANG PENINDAKAN PENENGGELAMAN KAPAL BAGI 

PELAKU PENANGKAPAN IKAN ILEGAL 

No. Pertanyaan Kunci Jawaban 

1 Kenapa penenggelaman kapal perlu 
dilakukan untuk mengatasi IUU fishing 
di Indonesia? 

 

2 Apa yang dimaksud dengan 
penenggelaman kapal? 

 

3 Bagaimana kebijakan ini diterapkan?  

4 Institusi mana yang bertanggung jawab 
untuk menerapkan kebijakan ini? 

 

5 Bagaimana tindakan terhadap pelaku 
penangkapan ikan ilegal di masa lalu? 

 

 

BAGIAN II. DAMPAK TINDAKAN PENENGGELAMAN KAPAL TERHADAP 

PELAKU PENANGKAPAN ILEGAL 

No. Pertanyaan Kunci Jawaban 

1 Bagaimana kebijakan penenggelaman 
kapal berdampak pada pelaku IUU 
fishing? 

 

2 Bagaimana kebijakan tersebut menekan 
jumlah IUU fishing di Indonesia? 

 

3 Apa keuntungan Indonesia dari 
kebijakan ini? 
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BAGIAN III. REAKSI MALAYSIA TERHADAP TINDAKAN PENENGGELAMAN 

KAPAL 

No. Pertanyaan Kunci Jawaban 

1 Apa dampak tindakan penenggelaman 
kapal bagi pelaku penangkapan ikan 
ilegal kepada Malaysia 

 

2 Apa reaksi Malaysia terhadap kebijakan 
tersebut? 

 

3 Bagaimana hubungan Indonesia-
Malaysia pasca kebijakan ini 
diterapkan? 

 

4 Adakah respons Malaysia terhadap 
kebijakan ini yang berpengaruh pada 
Indonesia? 

 

 

Dalam sesi penutup, pewawancara menyampaikan terima kasih kepada narasumber; 

diakhiri dengan pemotretan untuk dokumentasi. 
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Wawancara dengan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Sekretaris Dinas Hukum dan 

Perwira Pembantu Madya Operasi Laut Markas Besar TNI Angkatan Laut, Kepala 

PSDKP DKI Jakarta, Prof. Makarim Wibisono, dan SATGAS 115 


